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Pengawasan Aparatur Masih Diperlukan

Pembubaran Komisi ASN Dipersoalkan

BERDASARKAN revisi Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Megara (ASM), Komis: Aparatur Sipi Negara
{KASN) secara resm dibubarkan.

MNamun, pembubaran iy dipersaalkan beberaga phak. D antaranya,
Parkurmputan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite
Parmantauan Pelaksanaan Clanomi Daerah, dan Indonesia Cormuplion
Watch (ICW)

Keliga lembaga i menggugal ke Mahkamah Konstiusi (MK] dan
memintaagar lembaga KASH tetap ada. Mereka mengajukan gugatan
terhadap Pasal 26 ayal 2 hurul d dan Pasal 70 ayal (3) UU 2012023
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UL ASN bary ini telah B KASN
yang sebelummya diatur dalam UL Nemar 512014,

Para pemohon merdla dihapusnya KASN akan menghilangkan
pengawasan independen lerhadap para ASN dan menyebabkan
kertunduran dalam pengawasan kode etl. kode perlaku, hingga
netralitas ASK.

Sutelah melalul proses gersidangan. Kamis (16/10/2025). MK
fengeszarkan pullssan yang mengadulkan sebagian gugatan Perdudem,
Komile Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Indonesia
Corruption Watch (ICW). MK memerintahkan Pemerintah membual
lembaga independen untuk mengawasi ASN saleiah KASN Ldzk ada.

Hakim MK Suharoyo lembaga indepandenharus

‘Lembaga independen dimaksud harus cibentuk dalam waklu paling
lama 2 tahun sajak putusana quo diucapkan,” imbunnya
Hakir kanstiusi M Gunlur Hamzah mingatakan MK bersandangan
lambaga independen i pening uniuk mengawasi ASN. Lembaga inl
juga brea barperan melindungl karler ASN.
Kala dsa, Mankamah menlla: panting untuk membeniuk lembaga
{ yang berwenang sistem
merll, termasuk pelaksanaan asas nial dasar, kode etk, dan kede
parilaky ASh terlebih di bawah UL 512014 perah dibenluk lembaga
inen-strukiural uniuk memonitor, dan mengevaluasi

sageradibeniuk. Diamerberikan batas waklu makeimal 2tahun dalam
tratmbentuk lembaga inl

pelakeanaan kebiakan dan manajemen ASN. ‘Guna menciplakan
pogawatASH yang prefasional dan brkinera serta sekallgus besparan

malindungi kare ASN," ucap Gunlur.

Guntur mengatakar Dantukar
I adalah Pemarintan. Dia mengatakan laimbaga independen seped
iru blsa menjamin agar sistem merlt dilerapkan secara kensisten dan
bebas darl ntervensi siapa pun

Anggata Komis || DPR, Ujang Bey siag menfatankan periniah dar
pulusan MK Baginya, pulusan MK final dan mengikat

Sementara, mantan Komisoner Komisi Aparatur Sipl Negara
(KASN), Rudianto Suwarwono mengusulkan [ka KASN perls
dinidupkan kemball. Untuk mengetahui lebih jauk bagaimana pan-
dangan Ujang Bey dan Rucianto Suwanwana terkait putusan MK soal
KASN, barikit wawancaranya.

UJANG BEY, Anggota KomisiJIDPR
Kehadiran Lembaga Baru
Perlu Diperhitungkan...

APA tanggapan Anda mengenai
putusan MK yang memerintah-
kan untuk membentuk lembaga
independen untuk memantau ASN?

Sebagaimana yang kita ketabui pu

tusan MK hersifat final dan mengikat
sestal Pasal 24 C avat | UUD 1945
artinya putusan tersebut harus dilak-
sanakan

Artinya, DPR akan menjalankan
putusan MK?

DPR sehagai lembaga pembuat
UL bersama Pemerintah akan men-
Jalankan putusan MK tersebut

Komisi Il dan Pemeritah akan
membahasirya di revisi UL ASN vang
akan datang.

)

OPR sebagai lembaga
pembuat UU bersama
Pemerintah akan
menjalankan putusan
MK tersebut.

Apakah DPR akan menghidup-
kan kembali lembaga KASN?

Terkait apakah akan menghidupkan
kembali KASN atau membuat nama
lembvaga baru itu nanti menungau pem-
bigarzan antars Pemerintah dan DPR.

Kira-kira ada potensi untuk
membentuk lembaga baru?
Kehadiran lembaga baru juga
perlu diperumbangkan juga
efektivitas dan beban biay;
Siivaii

menjalankan pelaksanaan kode etik
ASN ada di PANRB dan BKN
Sebenarnya ada sisi menariknya

(dissenting r:pu.
yang menyatakan mengalihkan
tugas dari KASN kepada Kemantrian
PAN RB dan BKN merupakan open
legal policy.

Adapun persoalan netr
tidak menuliki hubungan lang

s ASN

terhadap pengawasan dan punhlm in
ASN seeara nun_ulumh BREN

RUDIANTO SUWARWONO, Mantan Komisioner KASN

Sepertiny

a Peran KASN

Perlu-Dihidupkan Kemball

KEMARIN MK telah memerintah-
kan Pemerintah untuk membuat
lembaga independen untuk meng-
awasi ASN setelah KASN tidak ada.
Apa pendapat Anda?

MK menyatakan hahwa Pasal 26
ayal {2yhuruf d UU 202023 berten-
tangan dengan UUD 1945 sepanjang
tidak dimaknai babwa penerapan
pengawasan sistem merit, termasuk
pengawasan terhadap penerapan
asas, ilai dasar, kode etik dan kode
perilaku ASN yang dilakukan oleh
suatu lembaga independen

Dan MK memerintabkan bahwa
lembaga independen dimaksud harus
dibentuk dalam waktu paling kima 2
{dua) tahun sejak putusan divcapkan

Apa yang musti dilakukan DPR
dan Pemerintah?

DPR RL dan Pemerintah sudah
menyatakan balwa revisi UL ASN
akan dijadikan masukan terkait pem-
bentukan lembaga independen.

Apakah KASN perlu dihidupkan

kembali? menghapusnya. bertugas untuk men
Sawask penerapan sistem mertt dalam
mangjemen ASN dan membert reko-
mendasi atas pelanggaran kode etik
dan kode perilaku ASN, mRen

nakAS [\.rludlhldupkankun
bali. Mungkin tidak dengan nama lama:
KASN. Misalnya: Lembaga Penjamin
Staten Merit dan Netralitas ASN.

i

Menurut Anda, mengapa lem-
baga KASN perlu dihidupkan lagi?

Ada beberapa pokok pikiran men-
1 lembaga “serupa” KASN perlu
dibentuk atau dlhulupm kembaliz
Karena KASN pemah menjalankan
fungsi yang sesuai dengan amar
MK KASN. sebelum UL 202023
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WK memerintahkan bahwa
lembaga indepanden dimaksud
hiarus dibentuk dalam waktu
paling lama 2 (dua) tahun sejak
putusan divcapkan
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